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Abstrak
Kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pegawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalanya Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS  di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi belum efektif karena BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Agar kebijakan yang di buat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai keinginan dari semua pihak. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah, khususnya bidang hukum dan pengawasan, dari segi anggaran tidak selalu dilaksanakan sosialisasi terhadap BAMUS, terjadinya pertentangan antara BAMUS dan Pemerintahan Nagari serta dana operasional tidak mencukupi sementara BAMUS di tuntut aktif memperjuangakan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dalam hubungan tata kerja pemerintahan nagari. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, harus di sosialisasikan setiap anggaran  sehingga masyarakat juga ikut mengetahuinya, setiap pertentangan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya agar terciptanya hubungan yang harmonis antara BAMUS dan Pemerintahan di Nagari dan dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, BAMUSNA, Pemerintahan Nagari

A. Pendahuluan
Berdasarkan sejarah Desa/Nagari merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum Negara Bangsa ini terbentuk, Nagari merupakan Institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Raldi.H.Koester : 1997). Dalam menjalankan tanggungjawab Pemerintahan Nagari perlu adanya konsep dan arah yang jelas bagaimana membangun kemandirian Nagari dari sisi ekonomi, politik dan sosial budaya menuju terciptanya tatanan Pemerintahan yang baik (Nusyirwan Efendi : 2000). Fungsi pengawasan merupakan kontrol dari pelaksanaan peraturan yang telah dibuat dalam artian menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan yang telah ditetapkan (Charles Simabura : 2011).
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka ketentuan mengenai Desa/Nagari yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor  7 Tahun 2018 Tentang Nagari, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Sesuai yang  telah di amanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor  7 Tahun 2018 Tentang Nagari, fungsi pengawasan yang di jalankan oleh BAMUS Nagari Canduang Koto Laweh dan BAMUS Nagari Lasi tentang pemerintahan nagari adalah:
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari

2. Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Nagari ( APB Nagari )

3. Pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari 


Kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan pegawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Badan Musyawarah Nagari harus mempunyai inisiatif untuk melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan tersebut mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari. 

Badan Musyawarah Nagari harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat. Lemahnya koordinasi antara anggota Badan Musyawarah Nagari dapat menjadikan permasalahan yang serius karena dapat mengakibatkan penyelesaian masalah semakin jarang dilakukan sehingga semakin membuka jarak penyatuan visi dan misi program, sehingga dapat berimbas kepada peran serta masyarakat sebagai sumber partisipasi dalam pembangunan Nagari.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagarisesuai dengankewenangannya.Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Nagari terutama BAMUS. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

2. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PERMASALAHAN YANG AKAN DITELITI
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi?.

TUJUAN KHUSUS
1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi jalanya Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam mengawasi Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.
URGENSI PENELITIAN

1. Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Pemerintahan  Nagari.
2. Untuk memberi sumbangan serta informasi mengenai dasar fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam mengawasi jalanya Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan dan Tujuan Pengawasan
Pengawasan pada dasarnya diarahkan pada semua tindakan publik dan pejabat yang berwenang harus sesuai dan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan setiap tindakan atau keputusan yang di ambil oleh otoritas publik harus memenuhi syarat dan kriteria bahwa tindakan atau keputusan yang di ambil harus logis dan sah menurut hukum, artinya bahwa wewenang untuk melakukan tindakan telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan nilai-nilai tertentu bermanfaat atau secara material betul-betul di benarkan hukum. Fungsi pengawasan pelaksanaan di lakukan oleh pengawasan funsional baik eksternal maupun internal Pemerintah.
Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah, untuk mengetahu apa yang menjadi tujuan diadakannya pengawasan, maka kita perlu melihat batasan-batasan dari defenisi pengawasan tersebut yang intinya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dibebankan, dilaksanakan menurt ketentuan yang hendak dicapai, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diamanatkan, bahwa pengawasan itu pula agar pemerintah daerah selalu melakuan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terjaminlah kepentingan Negara dan rakyat di daerah.
B. Konsep Pemerintahan Desa/Nagari

Pemerintahan nagari adalah sistem pemerintahan desentralisasi paling rendah dengan otoritas tradisional Minangkabau. Pemerintahan Nagari adalah sebuah bentuk kedaulatan rakyat yang berlandaskan adat istiadat dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (Lidia Nora : 2010).
Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus mengkomodasi aspirasi masyarakat. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu, Demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti berkuasa (Miriam Budiarjo : 2000). Dengan demikian demokrasi secara terminologi berarti Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dalam arti yang relatif luas demokrasi sering dimaknai sebagai Pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalanya perpolitikan dan kepemerintahan (Agustino Leo : 2006). Selain itu, kekuasaan harus dilaksanakan oleh suatu organ para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggungjawab kepada rakyat melihat pertumbuhan demokrasi terus berkembang, sehingga apa yang disebut demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Demokrasi mesti membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai guna terwujudnya demokrasi itu sendiri di antaranya adalah (Bagir Manan : 1994):

1. Adanya Pemilihan Umum yang bebas,adil, dan berkala

2. Kebebasan berpendapat

3. Adanya akses ke sumber-sumber informasi yang luas dan beralternatif

4. Adanya otonomi yang luas

5. Dibangunnya Pemerintahan perwakilan

6. Adanya hak warga Negara.
Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community). Sebagai sebuah republik kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitith-nya yang berbunyi “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi.

C. Pengertian Badan Musyawarah Desa/Nagari

Badan Permusyawaratan Desa/Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS merupakan bagian dari pemerintahan Desa/Nagari, sebagai bagian dari pemerintahan Nagari BAMUS timbul dari, oleh dan untuk masyarakat Desa/Nagari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa/Nagari dan BAMUS serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari maka Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan permusyawaratan Desa/Nagari adalah Badan perwakilan dari penduduk Desa/Nagari yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa/Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 ( lima ) orang dan paling banyak 11 ( sebelas ) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa/Nagari.
D. Pemberdayaan Badan Musyawarah Desa/Nagari


Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat, martabat, kemampuan dan kemandirian masyarakat guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan juga bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan lingkungan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan pemikiran memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan menberdayakan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan (Karta Sasmita : 1996).
E. Kedudukan  Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Desa/Nagari


Di antara fungsi pengawasan, seperti Badan Musyawarah Desa/Nagari adalah menentukan kebijakan dan membuat perundang-undangan serta mengontrol/mengawasi Badan Eksekutif supaya tindakan Badan Eksekutif sesuai dengan kebijkan-kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam penjelasanya menyatakan bahwa kedudukan Badan Musyawarah Desa/Nagari adalah sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa/Nagari dalam memberdayakan masyarakat Desa/Nagari. Sebagai mitra kerja, keberadaan Badan Musyawarah Desa/Nagari mampu menutup berbagai kelemahan dan kekurangan Pemerintah Desa/Nagari yang pelaksanaanya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari. Oleh karena itu Badan Musyawarah Desa/Nagari sebagai mitra kerja Wali Nagari/Kepala Desa orientasinya pada pemberdayaan masyarakat.
F. Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Desa/Nagari

Dalam perspektif Pemerintah sekarang ini fungsi DPR sudah melekat pada lembaga, yang mana anggota DPR mempunyai kewajiban untuk memperjauangkan aspirasi yang di wakili. Fungsi legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang baik di tetapkan bersama DPR maupun karena kebebasan bertindak, termasuk kebijkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sudah ada, namun pelaksanaanya belum maksimal. Fungsi penetapan APB Negara yang akan di terima atau di tolak sangatlah penting mengingat bisa di terima dan tidaknya kebijakan Pemerintah Tergantung kebijakan DPR dalam memahami akan program-program Pemerintah dan kegiatan yang di rencanakan dan di laksanakan oleh Pemerintah, masyarakat akan turut serta mendukung di jalankannya program dan kegiatan tersebut, utamanya yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Bahkan masyarakat akan ikut mengawasi jalannya program dan kegiatan itu (Toni Adrianus Pitu : 2006).

B. Metedologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk melihat Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berkenaan dengan harapan terhadap Badan Musyawarah Nagari sebagai legislatif dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintahan Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dengan cara terjun langsung kelapangan melalui wawancara dengan perangkat yang ditunjuk. Serta pengambilan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Bahwa penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematik. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan dan Analisa
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. BAMUS dalam menjalankan fungsi pengawasan, segala tindakan yang di lakukan pelaksana Peraturan Nagari, dalam hal ini Pemerintah Nagari dengan meminta langsung keterangan dari Wali Nagari beserata perangakat nagari. BAMUS dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain yang ada di nagari seperti, KAN, LPMN dan Parik paga nagari. Dalam melaksanakan pengawasan BAMUS juga meminta keterangan dari masyarakat dari masyarakat apa-apa yang menjadi permasalahan di dalam pemerintahan nagari.
Pelaksanaan pengawasan juga di lakukan oleh BAMUS dalam sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat yaitu, masyarakat menyampaikan secara tertulis supaya Wali Nagari untuk memberhentikan salah seorang Wali Jorong yang ada di Nagari. Dengan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, kemudian BAMUS memanggil Wali Nagari untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan Wali Jorong tersebut. Dalam bidang pembangunan BAMUS melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan hasil laporan masyarakat. Laporan masyarakat yang disampaikan kepada BAMUS itu kemudian di tindak lanjuti oleh BAMUS dengan mengadakan pertemuan dengan anggota BAMUS, setelah itu BAMUS memanggil panitia yang ditunjuk di Nagari/Jorong sebagai pelaksana pembangunan. Pemanggilan ini di lakukan BAMUS karena laporan dari masyarakat belum di mulainya sebuah pembangunan posyandu di Jorong.

BAMUS merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BAMUS sebaga mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BAMUS sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhn dan kehendak masyarakat. BAMUS atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BAMUS mempunyai fungsi sebagai berikut; a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Disinilah peran penting Badan Permusyawartan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BAMUS sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasakan aspirasi masyarakat tersebut Oleh sebab itu penguatan peran BAMUS untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, meknisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalm arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat.

Dalam sebuah Pemerintahan Nagari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan masyarakat di Nagari. Dalam hal ini BAMUS berhak mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas suatu nagari dengan memimta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan Pemerintahan nagari. Karena BAMUS yang dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan.
 Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BAMUS nagari di Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi juga di lakukan dengan cara meminta saran- saran dari masyarakat tentang apa-apa yang perlu di awasi terhadap pemerintahan nagari, selain yang telah ditentukan oleh peraturan  daerah Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban dari Wali Nagari dan laporan dari KAN, LPMN, Parik Paga Nagari dan panitia-panitia yang dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di Jorong atau di nagari tentang rencana pembangunan yang ada di nagari.  Dalam hal ini beberapa cara yang di lakukan oleh BAMUS untuk menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan  nagari yaitu :

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari seperti Wali Nagari dan perangkatnya. Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pemanggilan secara lisan atau tertulis mengenai masalah yang terjadi di dalam pemerintahan nagari atau di tengah masyarakat nagari, kemudian anggota BAMUS mengadakan pertemuan.

2. Mengawasi apabila terjadi penyelewengan, BAMUS memberikan teguran untuk pertama kalinya dengan memanggil wali nagari untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul di dalam pemerintahan nagari.
3. BAMUS mengklarifikasi dalam rapat nagari yang di pimpin oleh Ketua BAMUS dengan cara mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wali nagari dan perangkatnya, perbuatan apa yang tidak sesuai dengan peraturan nagari.
4. Jika pihak yang bersalah, wali nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Pengawasan terhadap anggaran dan pendapatan belanja nagari (APB Nagari) dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Wali Nagari setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS dalam hal ini adalah:
1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Nagari, dengan cara meminta kepada wali nagari setiap salinan tentang keuangan yang masuk ke nagari dan pengeluaran oleh nagari beserta bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari yang dituangkan dalam setiap lapoaran pertanggungjawabab nagari setiap tahunnya melalui bendahara nagari.

2. Memantau mengenai dana-dana swadaya yang di gunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa fungsi pengawasan BAMUS Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam belum efektif, hal ini di tunjukan dengan kurang komprehensifnya BAMUS di masing-masing Nagari dalam membingkai pengawasan- pengawasan apa yang harus dilakukan. Mengingat tugas kedudukan dan fungsi BAMUS memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.
Pada prinsipnya Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh masyarakat desa. Salah satu alasan pembangunan desa dijadikan fokus Pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi apabila di cermati terdapat aturan kebiasaan Nagari yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, hal ini menandai adanya kendala. Kendala pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dapat di kemukakan sebagai berikut:
a. Kurangnya Gagasan dalam melakukan pengawasan, Dalam melakukan pengawasan BAMUS di tuntut harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari, dalam hal ini kurangya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi terhadap bidang pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS 
b. Kurangnya Bimbingan Teknis, khususnya di Bidang Pengawasan, berdasarkan penelitian dan pembahasan jelas faktor pembinaan pelatihan masih sangat kurang.

c. Tempat tinggal anggota BAMUS, anggota BAMUS tidak semuanya tidak berdomisili di nagari gadut juga menjadi kendala.

d. Pekerjaan lain anggota BAMUS juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, karena anggota BAMUS akan lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dari pada pekerjaan sebagai anggota BAMUS nagari.
e. Dana operasional yang kurang mencukupi, dana kesejahteraan BAMUS sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pengawasanya secara maksimal.

Pelaksanaan Pemerintahan Nagari harus sesuai dengan aturan yang ada, karena bila rakyat berfikir dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang mereka akrabi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri (self confident) dan beradab. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berakibat pula kepada efisiensi dan efektifitas menejemen pembangunan masyarakat.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi

Langkah-langkah yang di tempuh oleh BAMUS dan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini meskipun sudah baik, tetapi belum menyentuh fasilitator. Bagaimanapun juga persoalan Pemerintah Nagari adalah persoalan hukum, ini mau tidak mau membutuhkan tekinisi terampil, berkemampuan, memadai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sesaui dengan harapan masyarakat nagari yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya yang dilakukan adalah:
a. Dilakukan pertemuan satu kali semimggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota BAMUS selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, seperti pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat yang mempunyai urusan ke kantor Wali Nagari.
b. Melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari.
c. Seorang anggota BAMUS hendaknya bertempat tinggal dimana meraka mengemban tugas dari masayarakat nagari.
d. Anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota BAMUS dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.
e. Dana operasional yang tidak mencukupi dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.

D. Penutup 

Kesimpulan
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS belum efektif, seharusnya fungsi pengawasan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, karena BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Agar kebijakan yang di buat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai keinginan dari semua pihak.

2. Kendala pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi adalah kurangnya Gagasan dalam melakukan pengawasan, Dalam melakukan pengawasan BAMUS di tuntut harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari, dalam hal ini kurangya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi terhadap bidang pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS, kurangnya Bimbingan Teknis, khususnya di Bidang Pengawasan, berdasarkan penelitian dan pembahasan jelas faktor pembinaan pelatihan masih sangat kurang, tempat tinggal anggota BAMUS, anggota BAMUS tidak semuanya tidak berdomisili di nagari gadut juga menjadi kendala, pekerjaan lain anggota BAMUS juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, karena anggota BAMUS akan lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dari pada pekerjaan sebagai anggota BAMUS nagari dan dana operasional yang kurang mencukupi, dana kesejahteraan BAMUS sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pengawasanya secara maksimal.
3. Upaya yang dilakukan utuk mengatasi kendala tersebut adalah dilakukan pertemuan satu kali semimggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota BAMUS selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, seperti pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat yang mempunyai urusan ke kantor Wali Nagari, melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, seorang anggota BAMUS hendaknya bertempat tinggal dimana meraka mengemban tugas dari masayarakat nagari, anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota BAMUS dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan dana operasional yang tidak mencukupi dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari dan dana dari pihak ketiga.
Saran 
1. BAMUS sebagai wakil masyarakat nagari harus lebih aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat khususnya di baidang pengawasan terhadap pemarintahan nagari.

2. BAMUS bersama Wali Nagari perlu mengajukan usulan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan diklat pelaksanaan fungsipengawasan agar fungsi BAMUS dapat berjalan lancar maka perlu adanya fasilitator semacam staf ahli BAMUS di bidang pengawasan yang rutin tiap periode memberikan pengarahan dan pelatihan.Karena melihat dari kondisi lingkungan yang selalu berubah, maka di perlukan anggota yang selalu siap dalam segala situasi dan kondisi.

3. Sebagai langkah akhir hendaknya di lakukan kegiatan monitoring evaluasi dan laporan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan atau terdapat penyimpangan dengan memperhatikan jadwal yang merupakan urutan kegiatan, sehingga perlu di bentuknya suatu wadah atau forum yang khusus mengawasi kinerja BAMUS dan Wali Nagari. Mengingat BAMUS dan Wali Nagari adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat di tingkatkan.
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